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Pendahuluan 

Desa merupakan struktur pemerintahan yang melekat kekuasaan dan kewenangan subsidiaritas mengatur dan 

mengurus kepentingan warga setempat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (UU Desa)). Pengaturan desa berdasarkan asas subsidiaritas memberikan kewenangan berskala lokal 

bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan untuk kepentingan warga Desa (UU Desa). Kehadiran UU 

Desa, memosisikan desa menjadi aktor penting pembangunan nasional penyangga dan pendukung pencapaian 

pembangunan nasional (El Muhtaj, Prayetno, Perangin-angin, Siregar, & Rachman, 2021; Rachman, Batubara, 

Kabatiah, & Irwansyah, 2023). Desa merupakan cerminan wajah pembangunan nasional (El Muhtaj et al., 

2021).  

Pengaturan desa berdasarkan asas subsidiaritas, melekat pada kewajiban kepada Desa dalam merealisasikan 

kewajiban perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM (El Muhtaj et al., 2021; Rachman, Muhtaj, 

Siregar, Perangin-angin, & Prayetno, 2022). Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus 

berlandaskan standar dan prinsip HAM (Rachman et al., 2022). Sebagai aktor penting pembangunan nasional 

pada tingkat lokal, desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban hak asasi manusia. Melihat ruang lingkup 

pengaturan dalam UU Desa, Desa memiliki kewenangan melakukan rekayasa positif mewujudkan wajah 

pembangunan berbasis HAM. 

Gamber Village residents experienced a multidimensional impact due to the Covid-

19 Pandemic. The impact felt by the residents is increasingly severe, because the 

residents of Gamber Village have been relocated due to the eruption of Mount 

Sinabung. The Village Law mandates the principle of subsidiarity to regulate and 

manage the interests of local residents. Human rights-based village governance is 

important to ensure the protection and fulfillment of human rights that are inherent 

in human dignity in order to emerge from the crisis. PKM is implemented with a 

people centered development paradigm. The training integrates the concept of 

education for adults (andragogy). Therefore the training is designed to be 

participatory. Effective training improves the quality of participants' theoretical and 

practical understanding of human rights-based Gamber village governance. 

Increased understanding of participants was obtained from observations made during 

focused group discussions. Participants discuss a case related to the training topic. 

The facilitator observes the improvement in the quality of theoretical and practical 

understanding after the training is carried out. Seeing the urgency and effectiveness 

of implementing training to improve human rights-based governance, it is necessary 

to carry out similar activities to respond to crisis management and emerge from the 

crisis without ignoring the obligation to protect, respect and fulfill human rights. 
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Pandemi Covid-19 membawa implikasi dan tantangan serius pada tata kelola pemerintahan desa mewujudkan 

pembangunan berbasis HAM (El Muhtaj et al., 2021). Tantangan tata kelola pemerintahan desa diuji pasca 

penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Kepres No. 12 Tahun 2020. Pandemi Covid-

19 membawa realitas baru yang menuntut perubahan mendasar pada agenda pembangunan nasional (El Muhtaj 

et al., 2021). Penetapan bencana nasional tersebut berimplikasi restrukturisasi item anggaran untuk stabilitas 

perekonomian dan penanganan pandemi Covid-19 (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020; 

Permenkeu No. 40/PMK.07/2020). Memperkuat landasan kebijakan penanganan dampak pandemi, berbagai 

kebijakan darurat diterbitkan pemerintah di tingkat pemerintahan daerah dan desa (baca: Inpres No. 4 tahun 

2020; Keppres No. 11 Tahun 2020; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; 

Perpu No. 1 Tahun 2020; SE Sekjen Kemdikbud No. 15 Tahun 2020). Menyikapi dinamisasi dan perubahan 

kebijakan pembangunan utamanya dalam penanganan dampak pandemi menempatkan urgensi tata kelola 

berbasis HAM. 

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan lebih berat oleh warga Desa Gamber. Selain Covid-19, warga Desa 

Gamber telah merasakan erupsi gunung sinabung lebih dari satu dekade (Perangin-angin, Rachman, Prayetno, 

Siregar, & Muhtaj, 2021; Siregar et al., 2021). Sejak 27 Agustus 2010 awal letusan Sinabung, sekitar 12 ribu 

orang di sekitar Sinabung dievakuasi, termasuk warga Desa Gamber (Kusumayudha, Lestari, & Paripurno, 

2018; Perangin-angin et al., 2021). Selain memaksa warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, erupsi 

juga menyebabkan warga kehilangan lahan pertanian, fasilitas umum, dan infrastruktur.  

Sebagai salah satu desa yang berada di zona merah, Desa Gamber direlokasi. Warga Desa Gamber saat ini 

bermukim di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu di desa Surbakti dan Ndokum Siroga. Bahkan kantor Desa 

Gamber dipindahkan ke salah satu wilayah relokasi paling banyak warga bermukim. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih optimal ditengah keterbatasan (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin 

et al., 2021). Multidimensi dampak yang dirasakan warga desa gamber disebabkan pandemi Covid-19 dan 

erupsi gunung Sinabung (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021; Tempo.co, 2020). Untuk 

memastikan hak-hak dasar warga ditengah keterbatasan, penting untuk kemampuan tata kelola pemerintahan 

yang memperhatikan standar dan prinsip-prinsip HAM.  

Pendekatan HAM dalam tata kelola pemerintahan penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan 

HAM yang inheren dengan tegaknya kemartabatan manusia (El Muhtaj et al., 2021; Joseph, 2020; Njelesani, 

Cleaver, Tataryn, & Nixo, 2012; Perangin-angin et al., 2021; Rice, Felizzi, & Hagelgans, 2017). Tata kelola 

pemerintahan berbasis HAM menjadi kunci untuk merespon pandemi Covid-19. Tata kelola berbasis HAM 

menyiapkan landasan untuk bangkit dari krisis yang berdampak luas bagi kehidupan warga (khususnya Desa 

Gamber) (United Nations, 2020). Karena itu, “Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa 

Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM” sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa 

Gamber untuk menghadapi tantangan dan krisis pandemi Covid-19 dan dampak erupsi gunung Sinabung. 

Metode 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan paradigma people centered development. 

Paradigma people centered development dipilih karena sesuai dengan tujuan PKM yang berupaya untuk 

meningkatkan kapasitas pemerintahan dan warga desa secara mandiri untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan desa berbasis HAM (Adimihardja & Hikmat, 2003). Paradigma PKM tersebut kemudian 

diterjemahkan dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa berbasis HAM 

dalam bentuk kegiatan pelatihan. PKM mengangkat tema “Pelatihan Pengarusutamaan HAM dan 

Pemberdayaan Masyarakat Mewujudkan Desa Peduli HAM”. 

Kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi 

Sumatera Utara. Peserta pelatihan terdiri dari unsur pemerintahan dan warga Desa Gamber. Menimbang 

peserta pelatihan adalah individu yang telah dewasa. Maka, pelaksanaan pelatihan memperhatikan konsep 

Pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). Pelatihan didesain partisipatif dengan peserta sebagai pusat 

pelatihan (student center learning) (Malik, 2008; Rachman et al., 2022; Rachman, Prayetno, Muhtaj, Perangin-

angin, & Siregar, 2023). Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi peserta pelatihan, kegiatan pelatihan 

dilengkapi dengan aktivitas focus group discussion (FGD) agar pelatihan lebih kontekstual berdasarkan 

pengalaman dan masalah tata kelola pemerintahan yang dialami oleh peserta dari unsur pemerintahan dan 

Masyarakat (Irwanto, 2006; Joyce, Weil, & Calhoun, 2009).  
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Hasil dan Pembahasan 

Perencanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dikembangkan, didesain dan dilaksanakan didasarkan atas 

kebutuhan dan masalah yang dialami oleh warga Desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Provinsi 

Sumatera Utara. Sebelumnya dijelaskan bahwa sejak 27 Agustus 2010 warga desa Gamber merasakan dampak 

erupsi gunung sinabung (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021). Warga Desa Gamber harus 

mengungsi dan direlokasi di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Kantor Desa juga harus dipindahkan ke salah satu 

wilayah relokasi warga desa Gamber, yaitu Desa Ndukum Siroga, Kecamatan Simpang Empat (Kusumayudha 

et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021). Selain itu, warga harus merasakan kehilangan rumah, lahan pertanian, 

fasilitas umum, dan infrastruktur. 

Pandemi Covid-19 semakin memberatkan warga desa Gamber. Multidimensi dampak yang disebabkan 

pandemi Covid-19 dan erupsi gunung Sinabung dirasakan warga desa Gamber (Kusumayudha et al., 2018; 

Perangin-angin et al., 2021; Tempo.co, 2020). Pandemi Covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

diberlakukan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Karo (Keputusan Gubernur DKI No. 380 Tahun 2020; 

PP No. 21 Tahun 2020). Kebijakan ini memaksa warga keharusan kerja dari rumah dan membatasi warga 

beraktivitas diluar rumah. Kebijakan ini berdampak besar pada daya tahan rumah tangga sebagai sumber utama  

penghidupan keluarga. Lebih-lebih profesi utama warga desa adalah pertani (El Muhtaj et al., 2021; Perangin-

angin et al., 2021; Rachman & Fitra, 2020; Siregar et al., 2021). Keterbatasan untuk bekerja diluar rumah 

menurunya pendapatan keluarga, keterbatasan logistik dan pangan untuk masyarakat serta berbagai beban-

beban kehidupan mewarnai kondisi masyarakat secara umum (El Muhtaj et al., 2021; Perangin-angin et al., 

2021; Rachman & Fitra, 2020; Siregar et al., 2021).  

Peran struktur pemerintahan terdekat dengan warga berperan penting pemenuhan, perlindungan dan 

penghormatan hak-hak dasar warga melalui kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 (baca: Inpres 

No. 4 tahun 2020; Keppres No. 11 Tahun 2020; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 

2020; Perpu No. 1 Tahun 2020; SE Sekjen Kemdikbud No. 15 Tahun 2020). Pendekatan HAM dalam tata 

kelola pemerintahan desa penting untuk menyiapkan landasan untuk bangkit dari krisis dengan memastikan 

perlindungan dan pemenuhan HAM yang inheren dengan tegaknya kemartabatan manusia (UU Desa; El 

Muhtaj et al., 2021; Joseph, 2020; Njelesani et al., 2012; Perangin-angin et al., 2021; Rice et al., 2017; United 

Nations, 2020). Dasar pikir tersebut mendorong alasan mengapa PKM ini didesain dalam bentuk “Pelatihan 

Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli 

HAM”  

Untuk membantu pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tim Pengabdian selalu berkoordinasi 

dengan pemerintah desa untuk memastikan peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat 

Desa Gamber. Kegiatan PKM direncanakan dilaksanakan di Balai Desa Gamber sementara di wilayah relokasi 

di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. PKM direncanakan pada 

Senin, 1 September 2021. 

Paradigma people centered development dipilih karena berorientasikan pada pembangunan, pengembangan 

dan penguatan kelembagaan yang berpusat pada penguatan kapasitas (Adimihardja & Hikmat, 2003; Budhi & 

Aminah, 2009; Devkota, 2000). Paradigma diharapkan membawa kemandirian warga dan unsur pemerintahan 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa berbasis HAM. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan 

kapasitas unsur pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan 

desa berbasis HAM. Melihat karakteristik peserta tang termasuk orang dewasa, maka PKM didesain dalam 

bentuk pelatihan yang partisipatif dengan memperhatikan konsep pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) 

(Malik, 2008; Yusri, 2017). Oleh sebab itu, pelatihan memposisikan peserta sebagai pusat aktivitas dalam 

pelatihan (center of training) (Malik, 2008). Materi pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Materi dan Narasumber Pelatihan 

No. Materi Pemateri 

1 
Pemerintahan dan Tata Kelola Berbasis 

HAM dan Pembangunan 
Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed) 

2 
Tata Kelola Pemerintahan dan 

Pembangunan Partisipatif  
Prayetno (Peneliti Pusham Unimed) 
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3 
Pemberdayaan Kerentanan dalam 

Pembangunan di Masa Pandemi 

Reh Bungana Beru Perangin-Angin (Peneliti 

Pusham Unimed) 

4 
Strategi Pembangunan dan Perlindungan 

Kelompok Rentan di Indonesia 
Fazli Rachman (Peneliti Pusham Unimed) 

 

Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Berbasis HAM  

Sesuai dengan rencana, PKM dilaksanakan pada Senin, 1 September 2021 di Balai Desa Gamber, yang berada 

di Desa Ndukum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. 

Pelaksanaan PKM dihadiri oleh peserta yang telah diklasterisasi yaitu, dari unsur pemerintah dan masyarakat 

Desa Gamber. Pelaksanaan dimulai pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan “Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber 

Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM” berjalan efektif dan 

kondusif serta tidak monoton. Hal ini karena pelatihan telah didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pendidikan untuk orang dewasa (peserta) dewasa (Adimihardja & Hikmat, 2003; Malik, 2008; Yusri, 2017). 

Peserta pelatihan justru didorong secara aktif untuk terlibat dalam pelatihan.  

  
Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis HAM 

Pelaksanaan PKM dapat digambarkan dalam susunan kegiatan pelatihan “Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber 

Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM” dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2. Materi dan Narasumber Pelatihan 

Materi Penanggung Jawab Waktu 

Pembukaan  Pembawa Acara 09:00-09:05 WIB 

Sambutan dari Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj 09:05-09:20 WIB 

Sambutan dari Kepala Desa Gamber 

Sekaligus Membuka Acara 
Thomas Sitepu 09:20-09:30 WIB 

Pelatihan  Fasilitator 09:30-09:40 WIB 

Materi 1: Pemerintahan dan Tata Kelola 

Berbasis HAM dan Pembangunan 
Majda El Muhtaj  09:40-10:40 WIB 

Materi 2: Tata Kelola Pemerintahan dan 

Pembangunan Partisipatif  
Prayetno  10:40-11:40 WIB 

Istirahat Fasilitator 11:40-13:30 WIB 

Materi 3: Pemberdayaan Kerentanan dalam 

Pembangunan di Masa Pandemi 
Reh Bungana Beru Perangin-Angin  13:30-14:00 WIB 

Materi 4: Strategi Pembangunan dan 

Perlindungan Kelompok Rentan di Indonesia 
Fazli Rachman  14:00-14:30 WIB 

Focused Group Discussion Fasilitator 14:30-15:45 WIB 

Penutup  Pembawa Acara 15:45-16:00 WIB 
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Gambar 2. Penyerahan Cendramata dan Foto Bersama Setelah Kegiatan Pelatihan  

 

Evaluasi dan Refleksi 

Tahapan akhir dari program PKM adalah evaluasi dan refleksi. Untuk mengukur peningkatan pemahaman 

peserta baik dari unsur pemerintah dan warga Desa Gamber dilakukan observasi pada saat focused group 

discussion. Fasilitator melakukan observasi selama focused group discussion untuk mengevaluasi peningkatan 

kualitas pemahaman teoritis dan praktis tata kelola pemerintahan desa gamber berbasis HAM. Peserta 

difasilitasi untuk mendiskusikan sebuah kasus berkaitan dengan topik pelatihan. Peserta diminta untuk 

menjelaskan langkah-langkah hingga menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan desa gamber. Hasil 

evaluasi menunjukan bahwa terlihat adanya peningkatan pemahaman teoritis dan praktis tata kelola 

pemerintahan pada peserta latihan. 

Kesimpulan 

Tata kelola pemerintahan berbasis HAM memastikan tegaknya kemartabatan manusia landasan untuk bangkit 

dari krisis. Tata kelola pemerintahan berbasis HAM memastikan upaya perlindungan, penghormatan dan 

pemenuhan HAM dalam upaya penangan Covid-19. Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada 

Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM memberikan peningkatan kepada unsur 

pemerintah dan masyarakat desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Paradigma people 

centered development mendorong peserta membangun kemandirian untuk melakukan Tata kelola 

pemerintahan untuk penanganan penyebaran dan dampak pandemi Covid-19. Desain pelatihan dengan 

pendekatan partisipatif dengan memposisikan peserta sebagai pusat aktivitas dalam pelatihan (center of 

training) sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman peningkatan pemahaman teoritik dan praktik tata 

kelola pemerintahan berbasis HAM. 
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